KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI

NOMOR 09 TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu
menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun
Anggaran 2021;

1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara
Republik Indonesia No 5495);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5358)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



10.

11.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);



12.

13

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2019 tentang Pedoman  Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1261);

.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1193);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 89);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal — Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019
tentang Besaran Penghasilann Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat Desa Lainnya
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019
Nomor 64);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 63);

Peraturan Desa Purwodadi Nomor 07 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2020-2025;

Peraturan Desa Purwodadi Nomor 08 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2021;

Peraturan Desa Purwodadi Nomor 10 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2021.



Menetapkan :

1.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG

PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI

TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2021 terdiri dari:

Pendapatan Desa

a.

b.

C.

Pendapatan Asli Desa
Transfer
Lain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

Belanja Desa

a.
b.

o

o

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Bidang Pembangunan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

Pembiayaan Desa

a.

b.

Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a—-b)

Pasal 2

Rp.
Rp.

Rp

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

111.535.000,00
1.200.719.800,00
1.000.000,00
1.313.254.800,00

757.261.914,00
298.574.629,00
153.945.000,00

38.250.000,00

84.000.000,00
1.332.031.543,00
(18.776.743,00)

43.776.743,09
25.000.000,00
18.776.743,09

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini



Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala

Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Purwodadi

Ditetapkan ; di Purwodadi
pada tanggal : 30 Desember 2020

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2020
Plt. SEKRETAR RWODADI,

RUWIYANTO
LEMBARAN DESA PURWODADI TAHUN 2020 NOMOR 09







